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Penelitian ini di latar belakangi berdasarkan pengamatan penulis adalah 
bahwa salah satu usaha masyarakat yang ada di daerah padang malakka adalah 
sebagai buruh karet, menjadi buruh karet adalah untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi keluarga yaitu dengan adanya upah dari pemilik karet. Namun yang 
dijumpai dilapangan bahwa upah yang diberikan tidak tepat waktu/adanya 
keterlambatan pembayaran upah pada buruh. Maka dirumuskan masalah, 
bagaimana sistem pengupahan buruh harian lepas pada usaha karet di desa padang 
malakka kecamatan dolok sigompulon, dan bagaimana menurut tinjauan ekonomi 
syari’ah terhadap sistem pengupahan buruh harian lepas usaha karet di desa 
Padang Malakka kecamatan Dolok Sigompulon. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 30 orang buruh karet semua populasi 
dijadikan sampel dengan teknik totol sapmling dan untuk memperkuat data 
diwawancara 3 orang pemilik. dan tektik pengumpulan data terdiri dari, observasi, 
wawancara, angket, dokumentasi, kemudian dianalisa menggunakan analisa 
deskrptif kualitatif. 
Hasil penelitian bahwa sistem pengupahan sesuai dengan beban yang 
diberikan dengan tanggapan 30 atau 100%, dan adanya bonus 16 orang atau 53%. 
Namun, yang masih kurang memenuhi untuk kebutuhan hidup sebanyak 10 orang 
atau 33%, dan upah dibayarkan kurang tepat waktu sebanyak 16 orang atau 53%. 
Adapun tinjauan ekonomi Syariah diantaranya, informasih jumlah upah, keadilan 
dalam upah, kelayakan dari jumlah upah yang diterima, sudah sesuai dengan 
ekonomi syariah. Namun pembayaran upah belum tepat waktu atau tidak sesuai 
dengan waktu.  
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A. Latar Belakang Masalah  
Manusia merupakan mahluk sosial yang saling ketergantungan antara 
satu sama lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup mereka tidak bisa 
hidup dengan sendirinya antara satu sama yang lainnya saling membutuhkan 
dan ketergantungan. Hal ini merupakan satu fitrah bagi setiap manusia, Selain 
interksi dalam rangka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, 




Sumber daya manusia adalah orang pegawai, karyawan, buruh yang 
bekerja untuk satu organisasi, perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga 
pendidikan, tentara, polisi dan sebagainya yang direkrur untuk melaksanakan 
aktivitas manajemen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber 
daya manusia dapat disebut sebagai pegawai, tenaga kerja, buruh, karyawan, 
abdi negara.  
Orang yang bekerja pada organisasi tersebut sering disebut sebagai 
modal manusia atau human capital. Modal manusia adalah stok kompetensi, 
pengetahuan, keterampilan, pengalaman, tenaga, pikiran, perilaku, 
kepribadian, kreativitas dan inovasi dan lain-lain yang merupakan 
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karakteristik yang ada dalam diri manusia sehingga mampu melaksanakan 
fungsinya sebagai tenaga kerja atau buruh untuk menciptakan nilai ekonomi.
2
 
Bekerja berarti manusia juga telah berbuat adil pada diri sendiri, 
keluarga dan lingkungan sekitar. Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dalam 
mempertahankan hidupnya bisa melalui perantara yang dia usahakan sendiri 
dalam arti dengan menggunakan tangan dia sendiri ataupun pekerjaan dengan 
perantaraan orang lain atau bekerja kepada orang lain.
3
 Seluruh aktivitas hidup 
manusia, perlu dikaitkan dengan kesadaran adanya akhirat dimana setiap kita 




Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris, terliat sebagian 
besar rakyat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Terutama terliat 
dari masyarakat di desa Padang Malakka kecamtan Dolok Sigompulon yang 
sangat strategis dan memiliki wilayah perkebunan yang sangat luas yang 
berpotensi sebagai pengembangan agro industri. Ini terliat dari berapa banyak 
perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang membuka lahan pertanian/ 
perkebunan di desa Padang Malakka kecamatan Dolok Sigompulon 
diantaranya perkebunan karet. Karet menjadi komoditas utama perkebunan di 
desa Padang Malakka kecamatan Dolok Sigompulon selain perkebunan sawit. 
Dalam pelaksanakan penyelenggaraan tanah pertanian kebanyakan masih 
dikakukan masyarakat pedesaan. Tetapi bagi petani yang tidak mempunyai 
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 Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),  
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 Zainal Azkia, dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 
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lahan pertanian, maka petani bisa bekerja dengan orang yang memilik lahan 
pertanian. Ini merupakan salah satu cara bagi petani untuk dapat bertahan 
hidup guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. 
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ekonomi sebagai teori unutk 
memenuhi kebutuhan hidup menganjurkan manusia bekerja, sebagaimana 
Islam juga menganjurkan manusia untuk bekarja, Firman Allah SWT yang 
menyebutkan umat muslim harus bekerja dalam Surat At-Taubah:105, 
                        
                      
Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang 
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 
telah kamu kerjakan.”5 
 
Dalam bekerja manusia akan mendapatkan upah. Teori upah secara 
umum, Menurut Hasibuan mengemukakan sebagai berikut, “Upah adalah 
balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas 
perjanjian yang disepakati membayarannya.”   
Atas dasar uraian tersebut, terdapat hal yang yang perlu dielaborasi 
bahwa upah di sini dimaksudkan sebagai balas jasa-jasanya dalam mencapai 
tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang 
dibayarkan kepada pekerka berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang 
dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji 
yang jumlahnya relatif tetap, besar dapat berubah-ubah. Konse upah biasanya 
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dihubungjan dengan proses pembyaran bagi tenaga kerja lepas. Dalam Ilmu 
Ekonomi dikenal dengan istilah bekarja.
6
 
Dalam perspektif Syari’ah, bekerja adalah aktivitas ibadah yang 
melibatkan Allah SWT dan manusia secara bersama-sama. Di satu sisi 
memperoleh pekerjaan dan memperoleh  penghasilan yang layak adalah satu 
diantara ketentuan Allah SWT. Sedangkan sisi lainnya adalah usaha optimal 
dari manusia sendiri. Manusia selalu pencari kerja hendaknya membawa dan 
menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan petunjuknya
7
. 
Menurut Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani bahwa kerja 
merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan utama yang sangat 
penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah 
Swt, dan karenanya hukum kerja adalah wajib
8
. Oleh karena itu, dalam 
ekonomi islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi daan 
mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Islam 
menghendaki samua tenaga dikirakan semaksimal mungkin untuk 
menghasilkan sesuatu, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi, 
dalam mencapai kebutuhan yang layak. Timbulnya persoalan di bidang 
ekonomi oleh individu, masyarakat maupun negara semuanya, disebabkan 
oleh kelangakaan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan 
manusia. Karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama dan 
manusia juga mempunyai keinginan yang relative tidak terbatas, sementara 
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 M. Kadarisman, Manajemen Kompensasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 122. 
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 Muhammad Tholhah Hasan, Islam Dan Masalah Sumber Daya Manusia, (Jakarta 
Lantabora Press, 2005), h.59. 
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 Muhammad Said, Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-dasar dan Pengembangan, 





alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian 
seperti ini manusia hendaknya membuat skala prioritas dan pilihan-pilihan 
yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya
9
. Skala 
prioritas yang dilakukan salah satunya dengan memberikan gaji (upah) harian 
lepas kepada pekerja, demi untuk meningkatkan pekerja yang lebih baik 
ditambah upah yang diberikanpun sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. 
Menurut Dessy Anwar, upah adalah uang dan sebagainya, yang dibayarkan 
sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan 
untuk mengerjakan sesuatu berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup 
yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. 
Konsep Syari’ah dalam menetapkan upah telah dijelaskan lebih 
komprehensif dalam hadis berikut: Hadis Nabi riwayat Ibnumajah dari 
Ibnuumar, bahwa Nabi bersabda menegaskan dalam pemberian upah secara 
langsung ini sebagai berikut: 
 ِللهُلُوُسَر َلَاق:َلَاق ,َرَمُع ِنْب ِللهاِدْبَع ْنَع  َلْب َق َُهرْجََأيرِجَلأا اوُطَْعأ :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص
.ُُوقَرَع َّف َِيَ ْنَأ ( ) وج ام نب ا ه ا و ر 
Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya 
kering.(Diriwayatkan Oleh Ibnu Majah)” 10 
Kandungan dari hadits di atas adalah kewajiban membayar sebelum 
keringatnya kering. Artinya, hak pekerja harus lebih didahulukan, karena 
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menunda apa yang menjadi haknya sama halnya dengan mengebiri 
kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. 
Dengan begitu, unsur kemanusiaan merupakan prioritas utama yang 
patut dilaksanakan penyewa tenaga kepada pemberi sewa tenaga kerja. 
Moralitas dalam Islam sangat dianjurkan bahkan menjadi suatu kewajiban 
yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa selain dimensi dunia akhirat 
sebagai motivasi kerja,Islam juga mengkedepankan konsep moralitas yang 
selama ini tidak begitu diperhatikan. 
Dalam terminologi fiqh Mu’amalah, kompensasi dalam transaksi uang 
dengan tenaga kerja manusia disebuat dengan ujrah (upah). Berbicara tentang 
kompensasi dari hasil kerja yaitu upah dalam pandangan islam, ia merupakan 
hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban bagi orang yang 
mempekerjakan. Allah SWT menghalalkan upah, sebab upah (ujrah) adalah 
kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang tenaga kerja. Perampasan 
terhadap upah adalah suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman 
dan siksaan dari Allah SWT.
11
 Pada kenyataan, dalam pola suatu masyarakat 
islam, upah yang layak bukan merupakan suatau konsepsi, tatapi suatu hak 
asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. 
Dalam islam masalah upah atau gaji dikenal dengan istilah “ijarah”. 
Secara bahasa adalah upah., sewa, jasa ataupun imbalan
12
. Secara istilah 
sebagaimana dipaparkan oleh Prof. DR.H.Rahmad Syafei, MA: “ijarah” 
adalah sabagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat 
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tenaga manusia; ada juga yang mendefenisikan “ijarah” yakni mengambil 
manfaat dari belakang. Oleh karena itu, ia membagi ijara kedalam dua bagian 
yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda
13
. 
Terkait dengan perusahaan yang memperkerjakan buruh atau pekerja 
maka sistem pengupahan dalam Islam ada 2 yakni adil dan layak. Adil 
bermakna jelas atau transparan, dan proporsional, sedangkan layak bermakna 
cukup pangan, sandang, papan, dan sesuai dengan pasaran.  
Agama Islam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam 
bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, berapa 
besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi 
kebutuhan hidup. Agama Islam juga memerintahkan agar membayar upah 
kepada para pekerja dengan secepatnya dan diberikan secara professional 
sesuai dengan kadar kerja dan sesuai dengan standar yang harus di bayarkan 
sebagaimana aturan pemerintah yaitu upah minimum regional. 
Dalam pasal 1 ayat 2 UU ketenagakerjaan No.13/ 2003 ditegaskan 
bahwa: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun 
masyarakat. Sementara ayat 3 menegaskan: pekerja/buruh adalah setiap orang 
yang bekerja dengan menerima upah dalan bentuk lain.
14
 Penegasan imbalan 
dalam bentuk apa pun ini perlu karena upah selama ini diberikan dengan uang, 
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Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan 
ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur’an maupun 
Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Qur’an yang ada kaitan dengan 
penentuan upah kerja adalah 
                          
                  
Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan 
dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, 
kemungkaran, dan penindasan. Ia mmengingatkanmu supaya 
mengambil pelajaran.” (QS. An-nahl (16):90)16 
 
Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat 
dikatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pekerjaan agar 
berlaku adil, baik, serta dermawan kepada pekerjanya. Disebabkan pekerja 
mempunyai adil yang besar terhadap kesuksesan usaha, maka majikan 
berkewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini 
memberikan upah yang layak.  
Disamping itu, Rasulullah juga memberikan ancaman. Beliau 
mengemukakan bahwa ada tiga orang yang akan digugat pada hari akhirat, 
yang akan di jelaskan dalam hadits di bawah ini. 
 َلاَع َت ُوَّللا َلَاق َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ِنَع ُوْنَع ُوَّللا يِضَر ََةر َْيرُى بَِأ ْنَع : 
 ِةَماَيِقْلا َمْو َي ْمُهُمْصَخ َاَنأ ٌَةثلاَث ‘ َرَدَغ َُّثُ بِ ىَطَْعأ ٌلُجَر ‘   ُوََنَثَ َلَكَأَف اًّرُح َعَاب ٌلُجَرَو 
‘   ُهَرْجَأ ِوِطْع ُي َْلَو ُوْنِم َفَْو َتْسَاف ًايرِجَأ َرَجْأَتْسا ٌلُجَرَو ) . ا ه ا و ربلى ر اخ (  
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Artinya:  “Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada 
tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang 
berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang 
menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. 
Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta 
menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya. 
(Diriwayatkan Oleh Al-Bukhari )”.17 
 
Dari hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang 
menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga 
jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah; trafiking 
(penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja). Penzaliman yang 
dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja 
kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta 
orang lain secara tidak benar. 
Dari sekian banyak masyarakat yang menyandarkan kehidupan 
keluarga pada sektor perkebunan adalah salah satunya perkebunan karet, 
menjadikan kebunan karet menjadi suatu Usah Pokok yang memenuhi 
kebutuhan primer dan sekunder mareka. Hanya saja tidak semua penduduk di 
Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon mempunyai lahan 
pertanian. 
Fenomena yang terjadi di masyarakat peneliti menelusuri dengan 
menanyakan pada pekerja harian lepas bahwa ada kesenjangan tentang 
pembayaran upah Usaha Karet di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pekerja di Desa 
Padang Malakka bahwa sistem pembayaran upah yaitu di awal bulan minggu 
pertama, akan tetapi sering mengalami keterlambatan dari tanggal yang 
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disepakati. Sehingga tidak heran biasanya pekerja meminjam atau melakukan 
hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
18
 
Dari beberapa peristiwa diatas, maka penulis sangat tertarik untuk 
meneliti lebih jauh tentang bagaimana sistem pemberian upah buruh harian 
lepas di Kecamatan Dolok Sigompulon tersebut, dalam hal ini penulis 
mengangkatnya dalam sebuah kerya penelitian ilmiah dengan judul: “Analisis 
Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet di Desa 
Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon Ditinjau Menurut 
Ekonomi Syari’ah. 
 
B. Batasan Masalah  
Agar peneliti yang akan  dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai 
kepada maksud dan tujuan penelitian, maka menulis ingin membatasi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Analisis Sistem Pengupahan 
Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet di Desa Padang Malakka Kecamatan 
Dolok Sigompulon Ditinjau Menurut Ekonomi Syari’ah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikumpulkan di atas. Terdapat 
identifikasi permasalahan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet di 
Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon ? 
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2. Bagaimana Menurut Tinjauan Ekonomi Syari’ah terhadap Sistem 
Pengupahan Buruh Harian Lepas usaha karet di Desa Padang Malakka 
Kecamatan Dolok Sigompulon?  
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian Upah Buruh Harian 
Lepas di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon. 
b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Ekonomi Syari’ah terhadap 
pemberian Upah Buruh Harian Lepas di Desa Padang Malakka 
Kecamatan Dolok Sigompulon. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Mengembangkan dan mengamplikasikan disiplin ilmu penukis dalam 
bentuk penelitian 
b. Sebagai  salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 
pada program strata satu (SI) pada Pakultas Syariah Dan Hukum 
Jurusan Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN). 
c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjudnya yang berkaitan erat 







E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini penulis melakukan di desa Padang Malakka 
kecamatan Dolok Sigompulon. Adapun dasar mengambilan lokasi 
penelitian adalah di desa Padang Malakka kecamatan Dolok Sigompulon, 
khususnya Desa yang memiliki sistem buruh harian lepas, karena masih 
terdapat realisasi pemberian upah pada pekerja yang belum sepenuhnya 
pekerja dapatkan, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam 
mendapatkan informasi mengenai penetapan Upah Buruh Harian Lepas 
Usaha Karet di desa Padang Malakka kecamatan Dolok Sigompulon.  
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 
memiliki data mengenai variabel-variabel yang ditelit.
19
 Subjek dalam 
penelitian ini adalah pemilik kebun karet dan penderes karet di Desa 
Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon. Sedangkan yang menjadi 
objek penelitian adalah Analisis sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas 
Di desa Padang Malakka kecamatan Dolok Sigompulon Ditinjau Menurut 
Ekonomi Syari’ah. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah seluruh jumlah orang, benda, atau apa saja yang 
memiliki ciri relatif sama dan menempati suatu lokasi tertentu sebagai 
sumber pengambilan sampel dalam suatu penelitian. Sedangkan sampel 
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adalah bagian dari keseluruhan populasi yang diambil dan ditetapkan 
sebagai sasaran dalam penelitian.
20
 
Populasi dalam penelitian ini adalah 30 orang buruh karet semua 
pupulasi sampel dengan teknik total sampling, dan untuk memperkuat data  
penulis wawancara pemilik 3 orang yaitu kepada bapak Hakim, Iwan, dan 
Husen Siregar. 
4. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 
peneliti langsung dari objeknya.
21
 Data primer dalam penelitian ini 
dikumpulkan langsung dari tempat penelitian brupa tangkapa 
responden pemilik kebun karet dan pekerja harian lepas di Desa 
Padang Malakka  Kecamatan Dolok Sigompulon. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 
jadi, sudah dikumpulkan dan dioleh pihak lain, biasanya sudah dalam 
bentuk publikasi.
22
 dari berbagai buku yang menjelaskan tentang 
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5. Metode Pengumpulan Data 
Dalam mengadakan penelitian, teknik pengumpulan data yang 




Pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung 
kelokasi Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon  yang 
menjadi objek penelitian terutama mengenai sistem pemberian Upah 
Buruh Harian Lepas Karet. 
b. Wawancara 
Wawancara atau interview yaitu metode pengumpulan data 
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yakni dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan.
24
 Wawancara 
merupakan metode pengumpulan data dengan proses penulis 
melakukan Tanya Jawab langsung kepada pemilik kebun karet, 
penderes karet (pekerja), tempat penulis meneliti. 
c. Angket 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
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d. Studi Pustaka  
Penulis memakai literatur  atau buku-buku dan dokumen-
dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, untuk 
dapat menjadi bahan pendukung teori penelitian ini. 
e. Dukumentasi 
Berupa pengumpulan informasi dan literatual atau 
mengumpulkan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan 
penelitian. 
6. Teknik Analisa Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara 
Deskriftif Kualitatif, yaitu setelah semua data sudah berhasil penulis 
kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara renci dan sestematik 





F. Indikator Penelitian 
Adanya indikator dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel I.1 
Defenisi Operasional Variabel 





Sistem Pengupahan adalah 
imbalan finansial langsung yang 
dibayarkan kepada karyawan 
berdasarkan jam kerja, jumlah 
barang yang dihasilkan atau 
banyak pelayanan yang 
diberikan. 
1. Kebutuhan  
2. Lamanya bekerja 
3. Banyaknya produk 
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G. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah para pembaca dalam memenuhi penelitian ini, 
maka penulis mengklasifikasikan penelitian dalam lima bab yang terdiri dari 
sub bab dengan perincian sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN  
 Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang makalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode 
penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II   GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Dalam bab ini akan dijelaskan Gambaran Umum Lokasi penelitian 
yang meliputi geografis, demografis dan sosial budaya masyarakat 
Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon. 
BAB III  TINJAUAN TEORITIS SISTEM PENGUPAHAN  
  Dalam bab ini akan dijelaskan Pengertian Upah,  Jenis-jenis Upah, 
Sistem Pengupahan, indikator upah, Sistem Pengupahan menurut 
ekonomi syariah, Bentuk Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, dasar 
hukum upah dalam islam,  pengertian buruh, dan bentuk-bentuk 
buruh, hak-hak pokok buruh. 
BAB IV  PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
  Dalam bab ini membahas sistem pengupahan buruh harian lepas di 
Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulan Ditinjau 






BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
  Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Letak Geografis dan Demografis Desa Padang Malakka 
1. Letak Geografis Desa Padang Malakka 
Desa Padang Malakka merupakan salah satu pengembangan agro 
industri terbesar kecamatan Dolok Sigompulon. Desa Padang Malakka 
mempunyai jumlah kepala keluarga 78 KK dan jumlah penduduk 362 jiwa 
dengan luas wilayah 500 H. Ketinggian wilayah desa dari permukaan laut 
3 meter dpl, depan suhu maksimum/minimum 28 – C 36 C. Tingkat 
kesuburan tanah antara lain adalah sebagai besar lahan pertanian 
digunakan untuk tanaman pangan dan perkebunan. Dolok Sigompulon 
adalah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara, 
Indonesia. Ibu Kota Kecamatan ini berbeda di Pasar Simundol. Desa 
Padang Malakka adalah salah satu desa yang berbeda di Kecamatan Dolok 
Sigompulon, Kepupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatra  Utara, 
Indonesia. 
Desa Padang Malakka 
Negara :  Indonesia   
Provinsi :  Sumatra Utara 
Kecamatan :  Padang Lawas Utara  
Kodepos  :  22756 
Luas :  500 H 
Jumlah Penduduk  :  362 





2. Letak Demografis Desa Padang Malakka 
Penduduk yang ada di desa Padang Malakka berbagai etis, agama, 
budaya dan sosial kemasyarakatan. Penduduk merupakan salah satu faktor 
yang penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu dalam proses 
pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangun suatu 
bangsa. Dengan demikian tingkat perkembangan penduduk sangat penting 
diketahui dalam menentukan langka pembangunan. Jumlah penduduk desa 
padang malakka adalah 362 jiwa. Untuk lebih jelas klasifikasi jumlah 
penduduk desa padang malakka berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 
dari tabel dibawah ini: 
Tabel II.I 
Klasifikasi Penduduk Desa Padang Malakka Menurut Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1.  Laki-laki 177 Jiwa 
2.  Perempuan 185 Jiwa 
Jumlah 362 Jiwa 
Sumber data : Kantor Kepala Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon Tahun 2018 
 
B. Visi dan Misi Desa Padang Malakka 
1. Visi Desa Padang Malakka 
Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategi 
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu dinas/instansi. 
Visi tidak hanya penting pada waktu mulai melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya, tetapi juga pada kelangsungan dinas/instansi itu sendiri 
kedepan utuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya serta 
agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan. 
  
20 
Mengacu kepada nilai-nilai strategi dalam peningkatan produksi 
dan produktivitas serta menggali potensi yang belum terjamah untuk 
dikembangkan, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan visi yaitu : Mewujudkan 
Petani Yang Maju Dan Mandiri Yang Berwawasan Agribisnis Desa. 
2. Misi Padang Malakka 
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat 
terlaksana agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk 
mewujudkan misi yang mengujudkan kemajuan desa padang malakka 
sebagai berikut : 
a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan 
masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa. 
b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan 
terjangkau. 
c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis. 
d. Meningkatkan pelayanan aparatur desa bagi pemenuhan pelayanan 
publik. 
e. Optimalisasi Otonomi Desa melalui Pemberdayaan masyarakat 
f. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Proporsional, 





C. Agama dan Pendidikan  
1. Agama  
Memeluk agama merupakan hak asasi manusia. Kebebasan 
beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang butuh UUD 
1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dalam dari pasal 29 
UUD 1945 adalah toleransi antara umat beragama, kerukunan untuk 
beragama, tidak mencampur adukan kepercayaan. Mayaritas masyarakat 
desa Padang Malakka adalah Muslim. Walaupun Islam sabagai agama 
Mayoritas, tidak ada penekanan maupun pemaksaan dari agama yang 
mayoritas ke Agama mayoritas. Sehingga jarang terjadi pertentangan antra 
ummat dengan mengembangkan sifat saling menghormati. Tetangga rasa 
dan bekerjasama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mengbuktikan telah 
menetapnya toleransi antara ummat beragama, kerukunan antar ummat 
beragama serta kesadaran untuk mengamalkan pancasila. Namun untuk 
mengetahui lebih jelas, Agama yang dianut warga desa Padang Malakka 
kecamatan Dolok Sigompulon pada tabel dibawah ini. 
Tabel II.2 
Agama Penduduk di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon 
 
No Agama Jumlah 
1.  Islam  326 Jiwa 
2.  Khatolik 25 Jiwa 
3.  Protentan 11 Jika 
Jumlah 362 
Sumber data : Kantor Kepala Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon Tahun 2018 
 
Sarana prasarana rumah ibadah yang terdapat di desa padang 
malakka sangat pengaruhbagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, 
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yang terdiri 1 Mesjid, 1 Mushollah/Surau, 0 Gereja. Lebih jelasnya sarana 
rumah ibadah masyarakat desa padang malakka dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini 
Tabel II.3 
Sarana Rumah Ibadah di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon 
 
No Rumah Ibadah  Jumlah 
1.  Mesjid  1 
2.  Musollah/Suran 1 
3.  Gareja  0 
Jumlah 2 
Sumber data : Kantor Kepala Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon Tahun 2018 
 
2. Pendidikan  
Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia 
yang berkualitas, apalagi dalam kehidupan diera sakarang ini. Tingkat 
pendidikan penduduk juga mencerminkan keberhasilan pembangunan  
suatu bangsa. Pendidikan yang tinggi akan memberi pengaruh positif  bagi 
masa depan bangsa. Pendidikan juga sangat berpengaruh pada 
perkembangan ekonomi dan juga pola berpikir masyarakat. Oleh karena 
itu, pemerintah dan masyarakat santiasa memberikan perhatian yang besar 
pada perkembangan pendidikan serta ditunjang oleh prasarana yang 
memadai pada umumnya. Untuk melihat gambaran secara umum 
perkembangan pendidikan Di desa Padang Malakka akan disajikan data 





Tingkat Pendidikan di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Murid 
1.  TK  1 20 
2.  SD 0 0 
3.  SLTP 1 124 
4.  SLTA 0 0 
5.  SMK 1 37 
Jumlah 3 181 
Sumber data :  Kantor Kepala Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon Tahun 2018 
 
Dari tabel berikut bahwa kita ketahui bahwa saran untuk pendidikn 
bagi masyarakat kurang memadai hal ini padat kita liat dari desa kurang 





Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan 
masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. dengan tujuan 
tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, 
yaitu pada giliran memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. 
Untuk lebih jelasnya dapat kita liat tentang jumlah fasilitas kesehatan 
di desa Padang Malakka kecamatan Dolok Sigompulon pada tabel dibawah 
ini: 
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Tabel II. 5 
Tingkat Kesehatan di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon 
 
No Fasilitas kesehatan Jumlah Jumlah perawat 
1.  Praktek Dokter 1 1 
2.  Polik Klinik 1 2 
3.  Pos/Klinik KB 1 1 
Jumlah 3 4 
Sumber data : Kantor Kepala Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon Tahun 2018 
 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kesehatan bagi masyarakat 




E. Mata Pencarian 
Desa Padang Malakka merupakan wilayah yang lumayan jauh dengan 
Ibu Kota Kabupaten Padang Lawas Utara, hingga masyarakat sedikit kesulitan 
untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Ditambah lagi 
kondisi jalan yang kurang memadai sehingga mempersulit bagi masyarakat 
yang ingin berpergian ke pusat Ibu Kota Kabupaten. Disamping itu 
masyarakat mempunyai beragam perkerjaan, diantaranya: Petani, Buruh Tani, 
Pegawai Negri Sipil, Pedagang, PNS, Peternak, Buruh Bangunan, Buruh 
Perkebunan, Buruh Pertambangan, untuk lebih jelas mata pencarian Desa 
Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon dapat dilihat melalui tabel 
dibawah ini: 
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Tabel II. 6 
Tingkat Mata Pencarian Pokok di Desa Padang Malakka Kecamatan 
Dolok Sigompulon 
 
No Mata Pencarian Pokok Jumlah 
1.  Petani  45 Jiwa 
2.  Buruh Tani 59 Jiwa 
3.  Pengraji/Industri Kecil 3 Jiwa 
4.  Buruh Industri 4 Jiwa 
5.  Buruh Bangunan 6 Jiwa 
6.  Buruh Pertambangan  4 Jiwa 
7.  Buruh Perkebunan  24 Jiwa 
8.  Pedagang  6 Jiwa 
9.  Pengangkutan 5 Jiwa 
10.  Perternak  42 Jiwa 
11.  PNS 4 Jiwa 
12.  Tidak Berkerja  65 Jiwa 
Jumlah 267 
Sumber data : Kantor Kepala Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok 
Sigompulon Tahun 2018 
 
Dari tabel diatas dapat kita lihat masyarakat Desa Padang Malakka 
Kecamatan Dolok Sigompulon mempunyai perkerjaan berbeda-beda, tetapi 
masyarakatnya saling membantu satu sama lainnya. Salah satu nya pekerjaan 
yang sangat membantu perekonomian masyarakat di Desa Padang Malakka 




F. Ekonomi dan Adat Istiadat 
1. Ekonomi 
Perekonomian rakyat adalah pereknomian yang diselenggarakan 
oleh rakyat. Perekonomian yang deselenggarakan oleh rakyat adalah 
bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan  
masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka 
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sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara. Desa Padang 
Malakka merupakan wilayah yang lumayan jauh dari Kecamatan Dolok 
Sigompulon, hingga masyarakat sedikit kesulitan untuk memenuhi 
kebutuhan primer dan sekunder mereka. Ditambah lagi kondisi jalan yang 
kurang memadai sehingga mempersulit bagi masyarakat yang ingin 
berpergian Kecamatan Dolok Sigompulon. Disaping itu masyarakat 
mempunyai beragam pekerjaan diantaranya Petani, Buruh Tani, Pegawai 
Negri Sipil, Buruh Pekebun, Pedagang. Deri pekerjaan tersebut dapat kita 
liat masyaratnya saling membutuhkan satu sama lainnya.  
Salah satu pekerjaan yang sangat membantu perekonomian 
masyarat di desa padang malakka adalah petani yaitu karet dan kelapa 
sawit. Tak kalah juga dengan masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha 
kecil menenguh yang sangat membantu masyarakat lainnya dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, terdiri dari usaha toko/kios, usaha 
minuman dan perkebunan dan dapat kita liat bahwa masih banyaknya 
masyarakat Desa Padang Malakka bekerja sebagai buruh baik dalam 
bidang perkebunan.  
2. Adat Istiadat   
Masyarakat desa padang malakkater terdiri beberapa suku,adapun 
suku aslinya adalah suku Batak . Sedangkan suku pendatang adalah suku 
Jawa, Nyias. Keempat suku ini mewarnai dalam kehidup sehari-hari tetap 
menjaga adat istiadat masing-masing suku dan saling menghormati adat 
dan kepercayaan yang dianut setiap golongan, mereka hidup tentram 
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dalam bermasyarakat walaupun tidak mempunyai bersamaan sifat, gaya 
hidup dan kareakter. Di desa Padang Malakka dalam acara khitan dan 
acara pernikahan dilakukan sama dengan masyarakat yang ada di Desa. 
Begitu juga suku pendatang yang beragama islam mereka mengikuti adat 
istiadat batak di desa mereka tinggal di desa Padang Malakka. Baik itu 
dalam acara khitanan dan pernikahan maupun acara lain yang masih 
bersangkutan dengan adat istiadat Batak. 
 
G. Profil Pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) 
Pekerja harian lepas yang ada di desa Padang Malakka pada awalnya 
bekera pada perusahaan-perusahaan yang ada di desa padang malakka, seperti 
pekerja sebagai pedagang dan perkebunan. Akan tetapi karena permasalahan 
yang ada yaitu kurangnya kepeduli perusahaan dengan masyarakat sekitar dan 
para pekerja harian lepas, dimana tidak merasa sepuasnya para pekerja yang 
mayoritas buruh harian lepas mengambil inisiatif baru yaitu pindah pekerjaan 
dengan masyarakata luar yang ada di desa-desa yang berada didesa Padang 
Malakka tersebut. Seperti pekerja buruh harian lepas karet milik masyarakat 
yang memiliki kebun yang luas dan usaha lapak (warung) kecil-kecilan di 
sekitar desa Padang Malakka. Seperti Pak Hasan Ritonga yang berusia 42 
tahun yang ada di desa berawal nya bekerja di salah satu pedagang di desa 
Padang Malakka dan sekarang bekerja di usaha karet warga, demi 
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A. Upah  
1. Pengertian Upah  
Menurut pasal 1 angka 30 undang-undang ketenagakerjaan 2003, 
upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan 
atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dengan demikian, yang 




Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya doktrin ekonomi islam 
jilid II bahwa upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh 
orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai 
perjanjian.
31
 Sedangkan menurut Sadono Soekirno mendefinisikan “upah 
sebagai pembayaran yang diperoleh atas berbagai bentuk jasa yang 
disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. 
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T. Gilarso memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor 
produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, 
honorarium, uang lembur, tunjangan dan lain lain.
32
  
Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional Upah adalah 
suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima 
pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, 
berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi 
kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang 
yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undangundang dan peraturan 




Jadi upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas 
jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tanaga 
kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga 
dari manfaat tenaga yang dibayar atas jasanya dalam bekerja.  
2. Jenis-jenis upah   
Adapun pembagian jenis-jenis upah adalah sebagai berikut:
34
 
a. Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai 
kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan 
jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam perjanjian kerja.  
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b. Upah Nyata (Rill Wages) adalah uang nyata, yang benar-benar harus 
diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.  
c. Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup 
untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya 
kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, 
seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain. 
d. Upah Wajar adalah upah yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh 
pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada 
pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, 
bukan upah hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk 
dilaksanakan pemberianya karena perusahaan-perusahaan kita 
umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya. 
e. Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standard, 
oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari 
pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini 
biasanya ditentukan oleh pemerintah dan ini kadang-kadang setiap 
tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum 
itu. Upah minimum terdiriatas menjadi beberapa bagian :  
1) Upah minimum provinsi yaitu upah miniminum yang berlaku 
untuk seluruh Kabupaten/kota di satu provinsi.  
2) Upah minimum Kabupaten/kota yaitu upah minimum yang berlaku 
di Daerah kabupaten/kota.   
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3) Upah minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah 
minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota 
di satu provinsi.   
4) Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), 
yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah 
Kabupaten/Kota sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta 
pembagian menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUD).  
3. Sistem Pengupahan  
Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan 
biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut 




a. Sistem Upah Jangka Waktu adalah sistem pemberian upah menurut 
jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. 
b. Sistem Upah Potongan, Sistem ini umumnya bertujuan untuk 
mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. 
Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat 
dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, 
beratnya, dan sebaginya.  
c. Sistem Upah Permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah 
dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. 
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Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para 
anggotanya. 
d. Sistem Skala Upah Berubah, Dalam sistem ini jumlah upah yang 
diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika 
harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, 
upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.  
e. Sistem Upah Indeks, Sistem upah ini di dasarkan atas indeks biaya 
kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai 
dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak 
memengaruhi nilai nyata dari upah.  
f. Sistem Pembagian Keuntungan, Sistem upah ini dapat disamakan 
dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di 
akhir tahun.  
g. Sistem upah borongan,  Adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu 
pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap 
kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu 
kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas 
karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana. 
h. Sistem upah premi, cara pemberian upah ini merupakan kombinasi dari 
upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal 
berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan 
mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi “premi”. Premi dapat 
diberikan misalnya untuk penghemat waktu, penghemat bahan, 
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kualitas produk yang baik dan sebagainya. Dalam perusahaan modern 
patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan 
Time And Motion Study.  
4. Indikator Upah 
Adapun indikator upah sistem pengupahan terdiri dari: 
a. Menurut lamanya bekerja 
Sestem upah menurut lamanya bekerja juga disebut sabagai 
upah berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah berdasarkan suatu 
anggapan bahwa dalam waktu yang sama, produktivitas kerja adalah 
sama, anggaran ini jelas kurang tepat, karena belom tentu tiap buruh 
dalam waktu yang sama memperoleh hasil yang sama. hal ini dapat 
juga disebabkan kemampuan buruh yang berbeda, serta pengaruh 
lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja dengan sistem 
ini, umumnya buruh yang mempunyai prestasi kerja yang baik 
menyesuaikan dengan buruh lainya prestasinya lebih lambat atau lebih 
rendah. 
b. Menurut lamanya dinas 
Upah yang diperhitungkan lamanya dinas ini didasarkan pada 
masa kerja, seeorang buruh dalam perusahaan. Pemberian upah ini 
bertujuan untuk memupuk kesetian buruh terhadap perusahaan pada 
umumnya pemberian upah ini beranggapan bahwa semakinmeningkat 
pula pengalaman dan kemampuan buruhtersebut dalam menentukan 
tugasnya, tetapi upah yang berdasarkan pada ukuran pengalaman dan 
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kesetian serta kemampuan karena masa kerja seorang buruh belum 
tentu menjamin prestasi kerjanya. Hal ini disebabkan mungkin selama 
pekerja perusahan, buruh tersebut acuh tak acuh terhadap pekerjaannya 
atau mungkin juga buruh telah lanjud usia, sehingga walaupun telah 
lama bekerja atau dinas dalam perusahaan produktivitas kerjanya 
rendah. 
c. Menurut kebutuhan  
Sistem upah ini berusaha menyesuaikan dengan besar 
kebutuhan buruh beserta keluarganya. Sistem upah ini berdasarkan 
pada suatu anggapan bahwa apabila kebutuhan buruh dan keluarga 
terpenuhi, maka diharapkan buruh tersebut dapat mencurahkan seluruh 
tenaga dan pikiran nya pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
Tetapi, sebenarnya anggapan ini kurang benar. Hal ini disebabkan oleh 
kebutuhan seseorang sangat relatif dan bervariasi dan kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kebutuhan buruh tersebut sangat terbatas, 
sehingga dengan sistem upah minimum belum tentu dapat menjamin 
meningkatkan produktivitas buruh. 
d. Menurut banyaknya produk 
Sistem upah ini didasarkan pada kemampuan dari masing-
masing buruh dalam berprestasi serta memberikan kesempatan pada 




Selain itu indikator upah menurut kebijakan pengupahan yang 
dilakukan oleh pemerintah guna melindungi pekerja/buruh 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 88 ayat 2, meliputi: 
1) upah minimum. 
2) upah kerja lembur. 
3) upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 
4) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar 
pekerjaan. 
5) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 
6) bentuk dan cara pembayaran upah . 
7) denda dan potongan upah.36 
 
B. Sistem Pengupahan Menurut Ekonomi Syariah 
1. Pengertian Upah 
Menurut Fiqih Mu‟amalah upah disebut juga dengan ijarah.  Al-
Ijarah berasal dari kata al-ajru arti menurut bahasanya ialah al-„iwadh 
yang arti dari bahasa Indonesianya ialah upah dan ganti. 
Al-Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, mengatakan bahwa 
alijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-„iwad (ganti). Oleh sebab 
itu alsawah (pahala) dinamakan ajru (upah) menurut pengertian syara’. 
Sehingga alijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat 
dengan jalan penggantian.  
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Ijarah secara etimilogi adalah masdar dari kata ajara-ya‟jiru, yaitu 
upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti 
upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Al-ajru makna dasarnya adalah 
pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.
37
 
Ada yang menerjemahkan ijarah  sebagai jual-beli jasa (upah-
mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang 
menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang 
dan keduanya benar. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah 




Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai akad untuk menukar 
manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut 
merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara‟. Menurut 
Adiwarman A.Karim ijarah didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset 
dengan membayar imbalan tertentu. 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa al-Ijarah 
berasal dari kata al-ajru (upah). al-ajru berarti upah atau imbalan untuk 
sebuah pekerjaan, Sehingga al-ijarah atau al-ajru adalah suatu jenis akad 
untuk mengambil manfaat baik dalam hal sewa tenaga/jasa manusia 
maupun sewa suatu barang dengan membayar imbalan, upah atau 
kompensasi tertentu. 
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2. Bentuk Ijarah  
Dilihat dari objek  Ijarah  berupa manfaat suatu benda  maupun 
tenaga manusia Ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:
39
 
a. Ijarah ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda 
yang bertujuan untuk menganmbil manfaat dari benda tersebut tanpa 
memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda bergerak, 
seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti 
sewah rumah.  
b. Ijarah amal, yakni ijarah terhadap perubahan atau tenaga manusia 
yang diistilahkan dengan upah mengupah, ijarah  ini digunakan untuk 
memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari 
pekerjaan yang dilakukan. 
Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda 
sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga”.40 
Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah mempunyai definisi yang sangat luas 
meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu 
pekerjaan tertentu. Jadi ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu 
barang dengan suatu imbalan, yang disebut sewa-menyewa. Dan ijarah  
juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu imbalan 
yang disebut juga dengan upah mengupah. 
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3. Rukun dan Syarat Ijarah 
a. Rukun Ijarah  
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut 
yangmembentuknya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi 
dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka 
ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah. Misalkan membaca surah Al-
Fatihah dalam shalat atau misalnya rumah, terbentuk karena adanya 
unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, 
atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang 
membentuk sesuatu itu disebut rukun.
41
 
Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan 
menegenai rukun Ijarah yang terdiri dari:
42
 
1) Sigah ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua 
belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verba maupun 
dalam bentuk lain.  
2)  Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa 
dan peneyewa/pengguna jasa.  
3) Objek akad Ijarah, yaitu :  
a) Manfaat barang dan sewa atau;  
b) Manfaat jasa dan upah. 
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b. Syarat Ijarah 
Selanjutnya, dari rukun-rukun tersebut, maka kita dapat 
menjabarkan syarat-syaratnya, sebagai berikut: 
1) Syarat In‟iqad, yaitu dua pihak yang berakad (aqidain) haruslah 
memenuhi syarat :  
a) Baligh (mumayyiz = 7 tahun)  
b) Berakal (tidak gila, dan mabuk 
c) Bukan budak (orang yang belum merdeka)  
d) Tidak ada paksaan  
2) Syarat Sah  
a) Ridha aqidain, yaitu  dua belak pihak yang berakad harus 
saling ridha.  
b)  Jasa dan barang yang ditransaksikan harus halal.  
c) Ma‟qud „alaih (objek akad) harus ma’lum (jelas diketahui). 
4. Macam-Macam Ijarah (Upah) 
Akad ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi 
menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 
a. ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang 
disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, 
tanah pertanian, kendaraan, pekaian, perhiasan, lahan kosong,yang 
dibangun pertokoan dan sebagainya. 
b. ijarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang 
memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya 
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boleh apa bila jenis pekerjaan jelas dan tidak tidak mengansur 
ketipuan. seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh 
pabrik,dan sebagainya. ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, 
seperti menggaji mengaji Al-Qur’an, pembantu rumah tangg, dan dad 
yang bersifat kerja sama yaitu seseorang atau sekelompok orang yang 
menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh 
pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit,
43
 
5. Dasar Hukum Upah dalam Islam 
Menyangkut penentuan upah kerja, syari’at Islam tidak 
memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-
Qur’an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah dalam 
Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: 
a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai  
Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah 
(gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari 
keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan 
dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadist. Rasulullah SAW dalam 
kajian memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin  
setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai 
menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW. Bersabda: 
 َتْسا ِنَمأ  َر ْ يِجَأ َرَج  ٌهْمِلْع ُيْل َف َُهرْجَأ  
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Artinya: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia 
memberitahukan upahnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn 
Syaibah)”. 
Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW. telah memberikan 
petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi 
tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia 
mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran 
upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat 
untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka 
akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja 
dengan majikan. 
b. Membayar upah sebelum keringatnya kering  
Dalam Al-qur‟an dan hadis Rasulullah SAW. menganjurkan 
seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah 
mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda: 
 ِللهُلُوُسَر َلَاق:َلَاق ,َرَمُع ِنْب ِللهاِدْبَع ْنَع  اوُطَْعأ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص
.ُُهقَرَع َّف َِيَ ْنَأ َلْب َق َُهرْجََأيرِجَلأا ) هج ام نب ا ه ا و ر ( 
Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja 
sebelum keringatnya kering.(Diriwayatkan Oleh Ibnu 
Majah)” 44 
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Kandungan dari hadits di atas adalah kewajiban membayar 
sebelum keringatnya kering. Artinya, hak pekerja harus lebih 
didahulukan, karena menunda apa yang menjadi haknya sama halnya 
dengan mengebiri kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan 
hidup. 
Dengan begitu, unsur kemanusiaan merupakan prioritas utama 
yang patut dilaksanakan penyewa tenaga kepada pemberi sewa tenaga 
kerja. Moralitas dalam Islam sangat dianjurkan bahkan menjadi suatu 
kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa selain 
dimensi dunia akhirat sebagai motivasi kerja,Islam juga 
mengkedepankan konsep moralitas yang selama ini tidak begitu 
diperhatikan.
45
 Dalam kandungan dari al-Qur’an dan Hadist tersebut 
sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika 
mempekerjaan seorang pekerja hendaklah memberikan upah dari hasil 
pekerjaanya tersebut segera mungkin. Sehingga kedua belah pihak 
tidak ada yang akan saling menzolimi atau merasa akan dirugikan satu 
sama lain. 
c. Memberikan upah yang adil  
Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap 
kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian 
mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus 
menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah 
dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidak adilan terhadap 
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pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam potongan ayat 
firman Allah  Swt. QS. Al-Maidah/5 : 8 sebagai berikut: 
 ...  ىَوْق َّ تِلل ُبَر َْقأ َوُه اوُلِدْعا ... 
Artinya:”...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
taqwa…( QS. Al-Maidah/5 : 8) 
 
Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk 
diimplementasikan. Uzair menegaskan bahwa satu filosofi Islam yang 
paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah keadilan.32 
Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu :  
1) Adil Bermakna Jelas dan Transparan, Artinya sebelum pekerja 
dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan 
diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara 
pembayarannya.  
2) Adil Bermakna Proporsional Adil bermakna proporsional artinya, 
pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan 
tersebut. 
Prinsip keadilan dalam Islam- tercantum dalam firman Allah  
Swt. QS. Al Jaatsiyah/45 : 22 sebagai berikut :  
                            
        
Artinya : “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan 
yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa 
yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.( QS. 
Al Jaatsiyah : 22)”46 
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Ayat lain juga menjelaskan hal yang sama bagaimana 
pemberian upah terhadap seorang pekerja yaitu dalam potongan ayat 
firman Allah Swt. QS. al Ahqaaf Ayat/46 : 19 sebagai berikut: 
                              
Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajatmenurut apa yang 
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 
mereka (balasan) pekerjaanpekerjaan mereka sedang 
mereka tiada dirugikan.( QS. al Ahqaaf Ayat: 19)”.47 
Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan 
dibalas menurut berat pekerjaanya itu. Al-Faruqi menegaskan bahwa 
Islam berprinsip bayaran yang sama akan diberikan pada pekerjaan 
yang sama, tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. Sedangkan 
Maududi menegaskan bahwa kebijakan gaji berbeda diperbolehkan 
untuk pekerjaan yang berbeda. Islam menghargai keahlian dan 
pengalaman. Gaji boleh saja berbeda dari tempat yang satu ke tempat 
yang lain dan tergantung pada kondisi ekonomi dan iklim suatu 
tempat, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur. 
d. Memberikan Upah yang Layak  
Pemberian upah seorang karyawan itu  hendaknya memenuhi 
konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga 
aspek: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan 
(tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak 
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sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya. Allah Swt.  
Berfirman dalam  QS. Asy-Syua’raAyat/26 : 183 sebagai berikut :  
                         
Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 
dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 
membuat kerusakan. QS. Asy-Syua’raAyat: 183);48  
Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan 
orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya 
diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam gaji 
bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh di bawah 
gaji yang biasa diberikan. 
 
C. Buruh 
1. Pengertian Buruh 
Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja 
untuk orang lain dengan mendapat upah.
49
 Buruh adalah setiap orang yang 
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan 
dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah 
dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk 
dapat diterima oleh masyarakatt,
50
  
Pada jaman feodal atau jaman penjajahan Belanda dahulu yang 
dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, 
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dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut 
dengan blue collar (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang 
mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bisa 
duduk dimeja di sebut dengan white collar (berkerah putih).  
Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah 
buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah 
buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung 
menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak 
lain yakni majikan. Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam 
Undang-undang No 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.  Menurut 
undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 pekerja/buruh adalah setiap 
orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna mengahsilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, 
pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga 
kerja dengan membayar upah atu imbalan dalam bentuk lain. 
Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha 
merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi 
pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya 
ketempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya 
memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak 
diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan 
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peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah 
(Pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada 
kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 
2. Bentuk-bentuk Buruh  
Buruh merupakan orang yang bekrja untuk orang lain yang 
mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai 
dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian 
maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui.  
Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu:  
a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk 
kerja. 
b. Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak 
mempunyai keahlian dibidang tertentu. 
c. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim- musim 
tertentu (misalnya buruh tebang tebu). 
d. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik. 
e. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan. 
f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau 
di sawah orang lain. 
3. Hak-hak Pokok Buruh 
a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya 
menikmati kehidupan yang layak.  
b. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melibihi kemampuan fisiknya, 
dan jika suatu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang 
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sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau 
modal yang lebih banyak, atau kedua duanya.    
c. Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan 
membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya  
d. Jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah 
dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat).  
e. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi 
pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana itu, 
tapi sebagian besar akann disumbagkan oleh negara islam dari dana 
zakat.  
f. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sodaqohnya 
(sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka. 
g. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang 
berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuatan perjanjian 
mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada 
suatu tingkatan yang wajar dalam negeri.  
h. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan 
yang terjadi dalam pekerjaan.  
i. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus 
diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka 
dengan biaya yang lebih murah.  
j. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika 
mereka melakukan kesalahan selama bekerja. 
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k. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan  
l. Efisiensi kerja mereka tidak terganggu.51  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Dari penjelasan sestem pengupahan yang ada di desa Padang Malakka 
Kecamatan Dolok Sigompulon dengan studi pengupahan pada pekerja buruh 
harian lepas pada usaha karet yang berada di Desa Padang Malakka ini, maka 
dapat kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tersebut, selanjudnya dilakukan 
analisis menurut Ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Sistem pengupahan buruh harian lepas pada usaha karet di desa Padang 
Malakka kecamatan Dolok Sigompulon, sistem pengupahan sesuai dengan 
beban yang diberikan dengan tanggapan 30 atau 100%, dan adanya bonus 
16 orang atau 53%. Namun, yang masih kurang memenuhi untuk 
kebutuhan hidup sebanyak 10 orang atau 33%, dan upah dibayarkan 
kurang tepat waktu sebanyak 16 orang atau 53%. 
2. Tinjauan ekonomi syari’ah diantaranya, informasih jumlah upah, keadilan 
dalam upah, kelayakan dari jumlah upah yang diterima, sudah sesuai 
dengan ekonomi syariah. Namun pembayaran upah belum tepat waktu 
atau tidak sesuai dengan waktu.  
 
B. Saran  
Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan saran beberapa saran 
penelitian yaitu: 
1. Kepada pekerja buruh harian lepas pada usaha karet, diharapkan dengan 





karet supaya bisa meningkatkan lagi upah (ujroh) demi memenuhi 
kebutuan layak lagi pekerja dan menghilangkan kecurangan-kecurangan 
yang ada didalamnya. 
2. Kepada pemilik usaha; diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi 
informasi dan pedoman untuk selalu menjalankan perjanjian yang tidak 
merugikan satu dengan yang lainnya dan disapakati, seperti pemberian 
upah kepada mereka sesuai perjanjian yang disepakati. Dari penelitian 
yang dilakukan, penulis semangkin yakin bahwa menyelesaikan masalah 
yang terjadi sekarang terletak pada penerapan hukum Islam (syariah), 
penerapan hukum syaraiah harus diterapkan secara kaffah (menyeluruh), 
selain sebagai kebutuhan, ia juga merupakan kewajiban yang dibebankan 
pada punda kaum muslimin. Faktanya dari penelitian tentang sistem 
pengupahan, ini belum mampu menyesaikan masalah kebutuhan hidup 
pekerjanya. Karena penerapan  hukum-hukum Islam harus dilakukan 
secara bersama-sama, baik oleh individu dan kelompok masyarakat juga 
oleh industri pemerintah. 
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“ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH HARIAN LEPAS PADA 
USAHA KARET DI DESA PADANG MALAKKA KECAMATAN  
DOLOK SIGOMPULON DITINJAU  
MENURUT EKONOMI  
SYARI’AH” 
 
PETUNJUK PENGISIAN   
1. Pertanyaan ini hanya untuk penelitian saja, jawaban yang Bapak/Ibu berikan 
tidak akan berpengarus terhadap posisi atau jabatan Bapak/Ibu. 
2. Berikan tanda (X) atau silang pada pilihan a,b, dan c yang sesuai keingina 
Bapak/Ibu. 
3. Terima kasih Bapak/Ibu telah bekerja sama, semoga Allah membalas kebaikan 
Bapak/Ibu. Amin. 




1) Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi buruh karet ? 
a. >1 tahun 
b. 1-2 tahun 
c. >3 tahun 
2) Apakah menurut bapak/ibu upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang 
sudah diselesaikan ? 
a. Ia 
b. Tidak 




4) Apakah ada tambahan buruh yang bapak/ibu terima jika ada tambahan lahan 
yang diselesaikan ? 
a. Ia 
b. Tidak 




6) Apakah upah yang bapak/ibu terima tepat waktu ? 
a. Ia 
b. Tidak 





8) Apakah abapak/ibu bekerja sesuai dengan jam kerja ditetapkan oleh pemilik 










1. Sudah berapa lama usaha karet berjalan ? 
2. Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan ? 
3. Bagaimana peraturan jam bekerja bapak lakukan untuk para buruh ? 
4. Apa usaha bapak ini dapat membantu perekonomian para buruh ? 
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MOTTO 
“Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari inis” 
 
